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ABSTRACT

This research is aimed at analyzing the influence of implementation of government internal control
system on the organizational performance in Post-Harvest Agency, Ministry of Agriculture. The government
internal control system is measured on five dimensions, namely control environment, risk evaluation, control
activity, information and communication, and monitoring. The the organizational performance is measured on
five dimensions, namely productivity, service quality, responsivity, responsibility, and accountability. This
research uses the analytical-quantitative method. The samples of this research are drawn 58 respondents from
137 civil servants in Post-Harvest Agency. The data of this research is collected by using observation, interview,
and questionnaire. The data is statistically analyzed by using Weight Mean Score, Spearman Rank Correlation,
and Coefficient Determination. The results of this research indicate three findings. Firstly, the analysis by
Weight Mean Score indicates the mean score of implementation of government internal control system 4.09,
categorized as good and the mean score of organizational performance 4.19, categorized as good. Secondly, the
analysis by Rank Spearman Correlation gains the coefficient correlation 0.566 that has a middle relationship of
implementation of government internal control system to organizational performance. Thirdly, the analysis by
Coefficient Determination indicates that the influence of implementation of government internal control
system contributes to organizational performance 32.0%.

Keywords: Organizational Performance, Monitoring and Evaluation, Government Internal Control System.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah terhadap kinerja organisasi di Balai Besar Pascapanen, Kementerian Pertanian. Sistem pengen-
dalian intern pemerintah diukur berdasarkan lima dimensi, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kinerja organisasi diukur berdasarkan lima
dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini
menggunakan metode analitis-kuantitatif. Sampel penelitian ditarik sebanyak 58 responden dari total 137
pegawai di Balai Besar Pascapanen. Data penelitian dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan
kuesioner. Data dianalisis secara statistik dengan menggunakan Weight Mean Score, Spearman Rank
Correlation, dan Coefficient Determination. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. Pertama, analisis Weight
Mean Score menunjukkan skor rata-rata penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 4,09 yang
dikategorikan baik dan skor rata-rata kinerja organisasi sebesar 4,19 yang dikategorikan baik. Kedua, analisis
Rank Spearman Correlation menghasilkan koefisien korelasi sebesar 0,566, artinya tingkat kekuatan hubungan
sedang antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan kinerja organisasi. Ketiga, analisis
Coefficient Determination menunjukkan kontribusi pengaruh penerapan sistem pengendalian intern
pemerintah terhadap kinerja organisasi sebesar 32,0%.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi, Monitoring dan Evaluasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
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PENDAHULUAN

Dewasa ini kita semua mengetahui
bahwa sistem pengendalian manajemen
atau yang di instansi pemerintah yang lebih
populer disebut dengan pengawasan
melekat sampai dengan saat ini masih
belum optimal diberbagai organisasi atau
pun instansi, sehingga saat ini banyak
ditemukan adanya penyimpangan-penyim-
pangan yang terstruktur dan masih
dirasakan rentan terhadap penyalahgunaan
wewenang yang berujung terjadi Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena
itu diperlukan penguatan terhadap proses
management controlling system dalam
upaya pencegahan secara dini sehingga
menjadi komitmen bersama.

Dalam dunia birokrasi mekanisme
pengendalian internal sebelumnya dikenal
dengan istilah pengawasan melekat
(waskat) yang bersifat statis dan berdiri
sendiri. Kemudian berkembang menjadi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) yang lebih dinamis dan terintegrasi.
Sejalan  dengan komitmen tersebut
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai
pandangan yang sangat strategis guna
mempersempit atau mengurangi kesem-
patan berbagai bentuk pernyimpangan dan
korupsi di intansi pemerintahan.

Menurut Agus Dwiyanto (2010),
kinerja birokrasi publik di Indonesia dari
berbagai studi dan observasi tidak banyak
menga-lami perbaikan, bahkan menjadi
semakin buruk, maka perlu adanya penga-
wasan atau pengendalian secara terstruk-
tur. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya
memiliki suatu sistem pengendalian yang
dapat meminimalkan risiko yang ada. SPIP
mencari tindakan perbaikan apabila terjadi
hal-hal yang menyimpang. SPIP dalam
Organisasi sangat penting, dikarenakan
semakin besar Instansi pemerintahan, maka
tingkat kinerja organisasi dalam instansi

akan semakin tinggi. Oleh karena itu,
diperlukan pengendalian internal yang
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan
sebuah instansi.

Dalam suatu organisasi, setiap pimpi-
nan selalu berupaya agar tujuan organisasi
yang dipimpin dapat tercapai secara efektif,
untuk mencapai hal tersebut tentu saja
membutuhkan dukungan dari semua pihak
yang terlibat di dalam organisasi tersebut.
Dengan semakin berkembang dan kom-
pleksnya suatu organisasi, maka diperlukan
suatu penanganan lebih dalam melakukan
pengendalian. Salah satu implementasinya
adalah dengan mendelegasikan wewenang-
nya kepada bawahannya. Namun pendele-
gasian wewenang tersebut haruslah diikuti
dengan langkah pengawasan untuk meng-
hindari penyalahgunaan kekuasaan, karena
bagaimanapun pada akhirnya yang akan
bertanggung jawab adalah pimpinan orga-
nisasi. Strategi manajemen yang tepat dan
sesuai sangat dibutuhkan dalam pengelo-
laan sumber daya yang dimiliki Instansi
Balai Besar Pascapanen untuk mencapai
tujuan yang ingin dicapai oleh instansi.

Sistem Pengendalian Intern Peme-
rintah memegang peranan kunci dalam
mewujudkan akuntabilitas keuangan dan
kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah di Indonesia
saat ini dinilai masih rendah karena marak-
nya praktik (fraud) yang tercermin pada
banyaknya temuan Kkorupsi oleh KPK.
Pengendalian internal di Indonesia menjadi
perhatian luas dan sering diperdebatkan,
karena mekanisme pengendalian internal di
Lembaga Pemerintah dianggap belum
mapan. Saat ini belum ada persepsi yang
sama mengenai konfigurasi SPIP, sistem ini
masih bersifat parsial ditingkat Kemen-
terian/Lembaga Pemerintah Pusat dan
Instansi Pemerintah daerah. SPIP yang
masih lemah dan tidak efektif dapat
membuka jalan bagi pelaku fraud untuk
melakukan kecurangan.

Sistem Pengendalian Intern Peme-
rintah merupakan salah satu unsur penting
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dalam pengelolaan suatu organisasi sektor
publik yang diterapkan dengan cara melak-
sanakan prosedur-prosedur pengendalian.
Balai Besar Pascapanen sebagai unit kerja
yang mengelola anggaran mandiri wajib
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Penerapan unsur Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sebagai-
mana dimaksud harus dilaksanakan secara
terus-menerus, integral, dan tidak terpi-
sahkan dari kegiatan unit kerja. Oleh karena
itu, setiap unit kerja wajib membentuk
Satuan Pelaksana Pengendalian Intern
(Satlak PI) untuk membantu pimpinan
dalam mencapai tujuan dan sasaran organi-
sasinya. SPIP bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya
efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara,
keandalan pelaporan keuangan, penga-
manan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerin-
tah Balai Besar Pascapanen menjalankan
unsur-unsur pengendalian intern sesuai
dengan PP Nomor 60 Tahun 2008. SPIP
adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pega-
wai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Secara umum, pelak-
sanaan Sistem Pengendalian Intern Peme-
rintah di Balai Besar Pascapanen dilakukan
dalam rangka memelihara dan mening-
katkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi yang menjadi mandat Balai
Besar Pascapanen.

Tujuan pelaksanaan Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah adalah: (1) meme-
lihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja
Balai Besar Pascapanen dengan mengopti-
malkan pelaksanaan lima unsur Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu
lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi, serta pemantauan pengenda-
lian intern; dan (2) memberikan masukan
kepada Kepala Balai Besar Pascapanen dan
pelaksana kegiatan dalam rangka mening-
katkan capaian kinerja organisasi.

MATERI DAN METODE
Teori/Konsep yang Relevan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 ayat (1) dan ayat (2),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus-menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keya-
kinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan Kketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah pusat dan peme-
rintah daerah.

Menurut Deddy Mulyadi (2013: 164),
pengertian pengendalian intern meliputi
struktur organisasi, metode dan ukuran
yang dikoordinasikan untuk menjaga keka-
yaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data, mendorong efisiensi dan
mendorong dipatuhinya kebijakan mana-
jemen. Terdapat lima unsur pelaksanaan
SPIP, yaitu (1) lingkungan pengendalian, (2)
penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian,
(4) informasi dan komunikasi, dan (5)
pemantauan.

Menurut Agus Dwiyanto (2010),
kinerja organisasi adalah totalitas hasil
kerja yang dicapai suatu organisasi. Terca-
painya tujuan organisasi berarti bahwa
kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat
dari tingkatan sejauhmana organisasi dapat
mencapai tujuan yang didasarkan pada
tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa kinerja
organisasi mencakup lima aspek, yaitu (1)
produktivitas, (2) kualitas layanan, (3)
responsivitas, (4) responsibilitas, dan (5)
akuntabilitas.
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Metode

Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek/subyek yang
mempunyai karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan ditarik kesimpulannya. Sampel adalah
bagian dari jumlah atau karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi/jumlah seluruh pegawai di
Balai Besar Pascapanen Kementerian
Pertanian yang berlokasi di Bogor adalah
sebanyak 137 orang. Untuk menentukan
besaran sampel (sample size) digunakan
rumus Taro Yamane. Dari populasi tersebut,
didapatkan jumlah sampel representative
yang digunakan adalah sebanyak 58 orang,
dengan ukuran sampel secara proporsional
pada masing-masing bagian di Balai Besar
Pascapanen.

Data yang dibutuhkan adalah data
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Observasi terstruktur, yaitu penga-
matan yang telah dirancang secara
sistematis, tentang apa yang akan
peneliti amati, kapan dan dimana
tempatnya.

2. Wawancara terstruktur, yaitu teknik
pengumpulan data, dimana peneliti
telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang diperoleh. Biasanya
dalam melakukan wawancara, peneliti
telah menyiapkan instrumen penelitian
berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis
yang alternatif jawabannya telah
disiapkan.

3. Kuesioner (angket) merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti dengan cara memberikan
seperangkat pertanyaan atau pernya-
taan tertulis kepada responden untuk
dijawab.

Penelitian ini menggunakan metode
analisis kuantitatif untuk melihat hubungan
di antara variabel yang ada. Pengolahan dan
analisis data penelitian menggunakan tiga
rumus sebagai berikut:

Pertama: Weight Mean Score (WMS)
untuk menghitung skor/angka rata-rata
pada masing-masing variabel secara
mandiri (Tabel 1).

Tabel 1. Kriteria Penilaian
Berdasarkan Angka Penafsiran
Angka Penafsiran Kriteria Penilaian

4,24 -5,00 Sangat Baik
3,43 - 4,23 Baik

2,62 - 3,42 Cukup Baik

1,81 -2,61 Kurang Baik
1,00 -1,80 Tidak Baik

Sumber: Sugiyono (2013)

Kedua: Spearman Rank Correlation
berdasarkan Aplikasi SPSS 22.0 untuk
mengetahui korelasi variabel X dan variabel
Y. Hasil hitung dikonsultasikan dengan
interval koefisien untuk melihat tingkat
hubungan (Tabel 2).

Tabel 2. Interval Koefisien dan Tingkat Hubungan
Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00-0,19 Sangat rendah
0,20-0,39 Rendah

0,40 - 0,59 Sedang
0,60-0,79 Kuat

0,80 -1,00 Sangat kuat

Ketiga: Koefisien determinasi (Kd)
untuk mengetahui kontribusi variabel X
terhadap variabel Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil akhir skor/angka penilaian
terhadap variabel X penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
adalah sebesar 4,09, yang dikategorikan
baik. Analisis variabel X penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
menunjukkan bahwa meskipun ada
beberapa hambatan dan Kketidaksesuaian
yang terjadi di lapangan, akan tetapi
hambatan dan ketidaksesuaian itu dapat
dilakukan perbaikan berkesinambungan,
tindakan perbaikan, dan tindakan
pencegahan dalam penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah untuk
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mencegah timbulnya masalah yang sama di
kemudian hari (Tabel 3).

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Hitung Variabel X
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dimensi Indikator M Kriteria
Penafsiran
Lingkungan Seluruh pegawai telah mene- 4,12 Baik
Pengendalian  gakkan disiplin sesuai dengan
PP No. 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS
Seluruh pegawai telah mene- 4,03 Baik

rapkan budaya kerja sesuai
dengan Permentan No. 69/
Permentan/0T.140/6/2013
Seluruh staf Bagian/Bidang/ 4,22 Baik
Kelti telah mematuhi penugasan
dari pimpinan, yaitu melaksana-
kan tugas sesuai dengan uraian
tugas dan waktu yang
dijadwalkan
Jumlah 4,13 Baik
Penilaian Kepala Bagian/Bidang/ Kelti 4,28  Sangat Baik
Risiko telah menyusun daftar penanga-
nan risiko untuk risiko yang
telah ditetapkan sebagai peran-
cangan dan pelaksanaan
pengendalian
Kepala Bagian/Bidang/ Kelti 4,22 Baik
telah menganalisis risiko yang
teridentifikasi untuk diketahui
penyebab, dampaknya dan
menuangkan dalam daftar risiko
Jumlah 4,25  Sangat Baik
Kepala Bagian/Bidang/ Kelti 4,17 Baik
telah melakukan riviu secara
periodik atas ketetapan dan
keandalan ukuran dan indikator
Kkinerja
Seluruh pegawai telah mentaati 4,12 Baik
kebijakan/SOP pengamanan aset
yang berlaku
Jumlah 4,15 Baik
Kepala Bagian/Bidang/ Kelti 4,02 Baik
memiliki data capaian kinerja
yang telah diolah (berbentuk
tabel, grafik, dan lain-lain)
Kepala Bagian/Bidang/ Kelti 3,95 Baik
menjamin bahwa juknis/peratu-
ran/surat edaran/pengumuman
telah dipahami oleh pegawai
Kepala Bagian/Bidang/ Kelti 4,00 Baik
menyediakan sarana komunikasi
yang terbuka dan efektif yang
dapat memberikan masukan
signifikan
Jumlah 3,99 Baik
Pemantauan Kepala Bagian/Bidang/ Kelti 4,26  Sangat Baik
dan telah menyampaikan laporan
Pengendalian  perkemba-ngan kegiatan (bula-
Intern nan, triwulanan, semesteran,
dan tahunan) yang memuat
informasi
Seluruh satuan tugas dan 4,07 Baik
kegiatan telah menindaklanjuti
rekomendasi hasil audit dalam
jangka waktu yang ditetapkan
Rekomendasi hasil audit atau 3,53 Baik
riviu lainnya telah digunakan
untuk memperkuat pengenda-
lian intern
Jumlah 3,95 Baik

Kegiatan
Pengendalian

Informasi dan
Komunikasi

Pada Tabel 3, dimensi penilaian
tertinggi pada dimensi penilaian risiko
dengan rata-rata sebesar 4,25, yang
dikategorikan sangat baik. Ini menunjukkan

bahwa Balai Besar Pascapanen dalam hal
penanganan risiko berupa perancangan
untuk mendapatkan alternatif solusi sehing-
ga penanganan risiko dapat diterapkan
secara efektif dan efisien, pengendalian
internal bertujuan untuk memastikan
bahwa implemensi penangan risiko berja-
lan sama dengan perancangan serta dasar
untuk melakukan perbaikan secara berkala
terhadap proses perancangan risiko.
Sedangkan dimensi penilaian terendah ada
pada dimensi pemantauan pengendalian
intern dengan rata-rata sebesar 3,95, yang
dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan
bahwa perlunya pemantauan terhadap
review laporan audit pemantauan menca-
kup hasil pemantauan koreksi, pemantauan
pengendalian serta pimpinan bersama
dengan manajemen harus secara periodik
melaporkan kepada para pemangku kepen-
tingan mengenai profil risiko organisasi
serta struktur dan kinerja sistem pengen-
dalian intern organisasi baik.

Hasil akhir skor/angka penilaian
terhadap variabel Y Kkinerja organisasi
adalah sebesar 4,19, yang dikategorikan
baik. Analisis variabel Y kinerja organisasi
menunjukkan bahwa kinerja organisasi di
Balai Besar Pascapanen berdasarkan segi
produktivitas, kualitas pelayanan, respon-
sivitas, responsibiltas, dan akuntabilitas,
telah dijalankan oleh setiap pegawai dengan
sebaik-baiknya sesuai peraturan yang
berlaku, sehingga berpengaruh terhadap
hasil kerja. Berdasarkan uraian di atas,
dapat disimpulkan bahwa kinerja organi-
sasi dapat berhasil baik apabila Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah diterap-
kan, dipelihara dan perbaikan efektivitas
berkesinambungan mencakup seluruh
proses yang terkait dengan proses pene-
litian dan pengembangan pascapanen
pertanian dan proses lain yang mendukung
sehingga tercapainya sasaran mutu yang
telah ditetapkan (Tabel 4).
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Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Hitung
Variabel Y Kinerja Organisasi

Dimensi Indikator M Kriteria
Penafsiran

Produktivitas Disiplin kerja berkaitan 4,07 Baik

dengan ketaatan kerja

Organisasi dapat melaksana- 4,05 Baik

kan capaian

Jumlah 4,06 Baik
Kualitas Pegawai menguasai bidang 4,24 Sangat Baik
Pelayanan tugas yang dikerjakan dengan

hasil yang baik

Pencapaian sasaran kinerja 4,24 Sangat Baik

pegawai yang ditetapkan telah

optimal

Temuan perbaikan kualitas 4,31  Sangat Baik

dari analisis kinerja merupa-

kan prioritas perbaikan

Jumlah 4,26 Sangat Baik
Responsivitas Pegawai membantu pengguna 4,31  Sangat Baik

dan memberikan pelayanan

yang optimal

Kecepatan melayani (kesiga- 4,19 Baik
pan dan ketulusan) terdiri dari

pegawai dalam menjawab

pertanyaan dan memenuhi

permintaan pengguna

Pelayanan dengan cermat, 4,03 Baik
yaitu sungguh-sungguh dan

focus dalam memberikan

pelayanan
Jumlah 4,18 Baik
Responsibilitas  Organisasi didukung sasarna 4,12 Baik
dan prasarana yang memasai
Organisasi didukung SDM yang 4,10 Baik
andal, trampil dan kompeten
Jumlah 4,11 Baik
Akuntabilitas Organisasi memiliki tata kelola 4,36  Sangat Baik
(corporate governance) secara
tertulis
Organisasi mempunyai aturan 4,16 Baik
dan prosedur kerja yang
ditetapkan dalam pekerjaan
Pendelegasian wewenang, 4,50  Sangat Baik
tugas dan tanggung jawab
sesuai dengan struktur
organisasi
Jumlah 4,34  Sangat Baik
Pada Tabel 4, dimensi penilaian
tertinggi terdapat pada akuntabilitas

dengan nilai rata-rata 4,34, yang dikate-
gorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan
bahwa organisasi memiliki tata kelola yang
baik sehingga berdampak kepada kinerja
organisasi. Sedangkan dimensi penilaian
terendah terdapat pada dimensi produkti-
vitas dengan rata-rata sebesar 4,06, yang
dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan
bahwa perlunya disiplin kerja bagi semua
perusahaan atau instansi terkait karna
sangat berpengaruh terhadap kinerja
pegawai maupun sebuah organisasi, yang
dimana disiplin kerja adalah sikap untuk
mengubah perilaku dan tanggung jawab
terhadap peraturan yang telah diterapkan
sebuah organisasi.

Korelasi penerapan Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah dengan kinerja
organisasi di Balai Besar Pascapanen
menunjukkan hasil sebagaimana ditunjuk-
kan pada Tabel 5.

Tabel 5. Korelasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah/SPIP (Variabel X) dan Kinerja
Organisasi (Variabel Y)

Correlations
Kinerja
SPIP  Organisasi
Spearman's rho SPIP Corre.leftlon 1.000 566"
Coefficient
Sig. (2-
tailed) 000
N 58 58
Kinerja Correlation -
Organisasi Coefficient 566 1.000
Sig. (2-
tailed) 000
N 58 58

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Nilai korelasi diketahui sebesar 0,566,
berdasarkan pengaruh variabel X pene-
rapan SPIP terhadap variabel Y Kkinerja
organisasi adalah sedang. Artinya, terdapat
hubungan (korelasi) yang signifikan antara
penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (variabel X) dengan Kinerja
Organisasi (variabel Y). Hal ini menandakan
bahwa jika penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang baik cenderung
menghasilkan kinerja organisasi yang baik
pula di Balai Besar Pascapanen.

Koefisien determinasi (Kd) menun-
jukkan hasil sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Determinasi
Menggunakan Aplikasi SPSS 22.0

Model Summary
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 5663 .320 .308 4.69621

a. Predictors: (Constant), SPIP

Pada Tabel 6, nilai korelasi/hubungan
(R) adalah sebesar 0,566. Dari output
tersebut diperoleh koefisien determinasi (R
Square) sebesar 0,320. Hal ini berarti bahwa
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pengaruh variabel bebas (Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP)
terhadap variabel terikat (Kinerja Organi-
sasi) adalah sebesar 32,0%.

Dari perhitungan tersebut dapat
diketahui bahwa penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Balai
Besar Pascapanen dipengaruhi oleh kinerja
organisasi sebesar 32,0%, dan selebihnya
68,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar
SPIP. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-
faktor lain tersebut berupa lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan pengendalian intern,
yang harus dilaksanakan oleh setiap
pegawai dalam unit kerjanya. Dengan kata
lain, penerapan SPIP (variable X)
memberikan kontribusinya sebesar 32,0%
terhadap kinerja organisasi (variabel Y).

KESIMPULAN

Dari penelitian tentang pengaruh
penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah terhadap kinerja organisasi di
Balai Besar Pascapanen Kementerian
Pertanian, peneliti mengambil kesimpulan
sebagai berikut:

Pertama: penerapan Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah di Balai Besar
Pascapanen Kementerian Pertanian sudah
dilakukan dengan baik, dengan nilai rata-
rata sebesar 4,09. Penilaian tertinggi
terdapat pada dimensi penilaian risiko
dengan nilai sebesar 4,25, yang dikategori-
kan sangat baik. Hal ini menunjukkan
bahwa dalam hal penanganan risiko, Balai
Besar Pascapanen telah meng-identifikasi
sebab dan dampak risiko terhadap seluruh
kegiatan yang ada di balai. Dibandingkan
dengan dimensi yang lain, penilaian
terendah terdapat pada dimensi peman-
tauan pengendalian intern dengan nilai
rata-rata sebesar 3,95, yang dikategorikan
baik. Hal ini menunjukkan perlunya
pengetatan pengawasan terhadap Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Rendah-
nya pemantauan pengendalian intern dapat
memperburuk kualitas kinerja organisasi.

Pemantauan perlu dilaksanakan secara
berkelanjutan.

Kedua: kinerja organisasi di Balai
Besar Pascapanen Kementerian Pertanian
dinilai baik, dengan nilai rata-rata sebesar
4,19. Penilaian tertinggi terdapat pada
dimensi akuntabilitas dengan nilai rata-rata
4,34, yang dikategorikan sangat baik. Hal ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan setiap
kegiatan organisasi konsisten dengan
pencapaian target. Dibandingkan dengan
dimensi yang lain, penilaian terendah
terdapat pada dimensi produktivitas
dengan nilai rata-rata sebesar 4,06, yang
dikategorikan baik. Hal ini menunjukkan
sumber daya manusia memiliki peranan
penting terhadap produktivitas. Kemam-
puan sumber daya manusia perlu disesuai-
kan dengan potensi dan ketrampilan dalam
melakukan pekerjaan yang pada gilirannya
dapat berpengaruh terhadap produktivitas
organisasi.

Ketiga: penerapan Sistem Pengen-
dalian Intern Pemerintah berpengaruh
signifikan terhadap Kkinerja organisasi di
Balai Besar Pascapanen Kementerian Perta-
nian. Dalam uji Rank Spearman Correlation
diperoleh angka koefisien korelasi sebesar
0,566, artinya tingkat kekuatan hubungan
sedang antara variabel penerapan SPIP
dengan variabel kinerja organisasi. Dari
output tersebut diperoleh  koefisien
determinasi sebesar 0,320. Hal ini berarti
bahwa pengaruh variabel bebas (Penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/
SPIP) terhadap variabel terikat (Kinerja
Organisasi) adalah sebesar 32,0%. Dari
perhitungan tersebut dapat diketahui
bahwa penerapan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Balai Besar
Pascapanen dipengaruhi oleh kinerja
organisasi sebesar 32,0%, dan selebihnya
68,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar
SPIP. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-
faktor lain tersebut berupa lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta pemantauan pengendalian intern,
yang harus dilaksanakan oleh setiap
pegawai dalam unit kerjanya. Dengan kata
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lain, penerapan SPIP (variable X) memberi-
kan kontribusinya sebesar 32,0% terhadap
kinerja organisasi (variabel Y).
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